DRAFT

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Seri D Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 123);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Seri
D Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor
185);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

Menetapkan

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tuban.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Bupati.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
Pembangunan Daerah.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
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Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.
Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran Strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output),

hasil (outcome), dampak (impact).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun untuk:

a.

menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD; dan
sebagai instrumen  pengendalian dan = evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:

a. bab I berisi mengenai pendahuluan;

b. bab II berisi mengenai gambaran umum Daerah;

c. bab IIl berisi mengenai Visi, Misi, dan Program
prioritas pembangunan Daerah;

d. bab IV berisi mengenai program Perangkat Daerah
dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
dan

e. bab V berisi mengenai penutup.
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Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RPJMD.

(2) Tuyjuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mewujudkan konsistensi antara RPJMD dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Tata  Ruang  Wilayah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional; dan

b. menjamin tercapainya visi dan misi RPJMD yang
diukur melalui kesesuaian antara capaian
pembangunan Daerah dengan indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat

Daerah  yang melaksanakan fungsi urusan

perencanaan dan/atau bersama Kepala Perangkat

Daerah lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Daerah

ini terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah,
maka dilakukan penyesuaian pengampu urusan
dengan tetap mempertahankan indikator tujuan,
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini.

(2) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Daerah

ini terdapat perubahan nomenklatur Program
Perangkat Daerah, namun tidak mengubah substansi,
dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat,
maka dilakukan penyesuaian tanpa mengubah
indikator Program Perangkat Daerah yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
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Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Daerah
ini tejadi perubahan asumsi atau faktor eksternal yang
menyebabkan target kinerja pada RKPD lebih tinggi
atau lebih rendah dari target RPJMD, maka dapat
dilakukan penyesuaian dengan mempertahankan
target agregat pada akhir periode RPJMD.

Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka perubahan
tersebut cukup dicantumkan dalam dokumen RKPD,
tanpa dilakukan perubahan pada dokumen RPJMD.
Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka dilakukan perubahan pada dokumen
Renstra Perangkat Daerah yang mengalami perubahan

dan menetapkannya kedalam Peraturan Bupati.

(6) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), maka perubahan cukup dicantumkan dalam

dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(7) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Daerah

(1)

(2)

ini Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi
pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan,
dapat dilakukan penyesuaian terkait kebijakan
kewilayahan dengan mencatumkannya dalam dokumen
RKPD.

Pasal 6

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan mendasar.

Dalam rangka  efektivitas, perubahan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku

RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
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(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi
pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
RPJMD menjadi pedoman  penyusunan rencana
pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2029 dan
dapat digunakan sebagai RPJMD transisi untuk menjadi
pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD tahun
2030, sebelum ditetapkannya RPJMD periode selanjutnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



Diundangkan di Tuban
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
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